
SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL

NC)MOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGEI\IDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKU
PEMERINTAHAN KABUPATEN KENDAL

GAN

DIINGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pe intahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi d nepotisme di

abatlPegqwaiL:ingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal,

b.

P,emerintah Kabupaten Kendal dilarang
attau suatu pemberian dari siapapun juga
dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya;
bahwa Peraturan Bupati Kendal Nomor 4
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Pemerintah Kabupaten Kendal sudah tidak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten d

Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Kabupaten dalam Lingkungan provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1

Tambahan Lembaran Negara Republik I
2757);

2. Undang-Undang Nomor 2g Tahun
Penyelenggaraan Negara yang Bersih
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran N
Indonesia Tahun Ig99 Nomor TS, Tamba
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

ima hadiah
berhubungan

Tahun 2015
i Lingkungan

950 tentang
m Lingkungan

rah-daerah
awa Tengah

Nomor 52,
nesia Nomor

99 tentang
Bebas Dari

gara Republik
an Lembaran

sesuai dengan
kr:butuhan dan perkembangan perat perundang-
u:ndangan sehingga perlu dicabut dan diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud
d:rlam hurrf a dan huruf b, maka perl menetapkan
Peraturan l3upati tentang Pedoman Pengend lian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kend t;

Mengingat : 1.

Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah iubah dengan
PembentukanUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentan

Daerah Tingkat II Batang dengan menguba.h ndang-Undang



3. Urrdang-Undang Nomor 31 Tahun
Pemberanta.san Tindak Pidana Korupsi (Le

Ri:publik Indonesia Tahun L999 Nomor I
Lembaran Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Undang-

2O iahun 2OOl tentang Perubahan atas I

tentang
baran Negara
, Tambahan
omor 3874)
ndang Nomor

ndang-Undang
tasan Tindak
ik Indonesia

baran Negara

ik Indonesia

Aparatur
nesia Tahun

Republik

14 tentang
Republik

Lembaran

1950 tentang
g 1950 Nomor
Daerah-Daerah

dan Daerah

II Semarang
n 1976 Nomor
blik Indonesia

4.

No*ot 31 Tahun lg99 tentang Pembera

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Re-pu

Undang-Un.dang Nomor 30 Tahun 2OO2

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 1

Lembaran Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah beberapa kali, l

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2Ot9 ten

tentang Komisi Pemberantasan Tindak
(L,embiran Negara Republik Indonesia Tah

Urndang-Urrdang Nomor 13 Tahun
Perlindungan Saksi dan Korban 0

R.epublik lndonesia Tahun 2006 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Undang
31 Tahun 2Ot4 tentang Perubahan atas

Trrhun 2001 Nomor I34, Tambahan
Republik In.donesia Nomor a15O);

ntang Komisi
baran Negara
7, Tambahan
Nomor 42501

ir dengan
g Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2
idana KoruPsi

2OL9 Nomor

!g7, Tambahan Lembaran Negara R

Nomor 6aO9);
006 tentang

Negara
, Tambahan

Nomor 4635)
ndang Nomor

ndang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindu Saksi dan

Korban (Lembaran Negara Republik Indo ia Tahun 2Ol4
Nomor 293, Tambahan Lembaran N

Irrdonesia l$omor 5602\;
Republik

5.

te
Ir
N

6. Llndang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 54941;

Llndang-Urrdang Nomor 23 Tahun
Pemerintahan Daerah (Lembaran N

Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 224, Tam

telah diubah beberapa kali terakhir
Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
25, Tambahan Lembaran Negara Re

Nomor 3079);

7.

Negara Republik Indonesia Nomor 55 sebagaimana
Undang-

Cipta Keda
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 2O2O Nomor

blik Indonesia245, Tambahan Lembaran Negara Re

Nomor 65-/3);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
Penetapan Mulai berlakunya Undang-U
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan
Kabupaten di Jawa Timur/TengahlBara
Istimewa Y'ograkarta;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentan

d



14.

16.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Le

2OO8 tentang
baran Negara
, TambahanRepublik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 1

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Indonesia Tahun 2OlO Nomor 74, Tam
Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Re

2OLO tentang
Republik

Lembaran

tentang
Indonesia

intah Nomor
ah (Lembaran

Nomor L8V,
onesia Nomor

ntang Strategi
Republik

Negara dan
20L4 tentang
nuju Wilayah
i Bersih dan

Kendal Nomor

Tahun 2016 Nomor II4, Tambahan Le baran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) se mana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah N 72 Tahun
2OI9 tentang Perubahan atas Peraturan
18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9
Tambahan Lembaran Negara Republik I
6ao2l;

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OI8
Nasional Pencegahan Korupsi (Berita N
Indonesia'l'ahun 2OI8 Nomor 108);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatu
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Bersih Da.ri Korupsi dan Wilayah Biro

Tahun 2OI4 Nomor 1813);

15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
2AI9 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita
Indonesia'I'ahun 2019 Nomor 1a38);

Melayani di Lingkungan Kementerian/ mbaga dan
Pemerintah. Daerah (Berita Negara Repu ik Indonesia

mor 2 Tahun
Republik

Peraturan .Daerah Kabupaten Kendal Nomor Tahun 2016
Kewenangan

(Lembaran
6 Seri E No.

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menj
Pemerintahan Daerah Kabupaten Ke
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 No
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
1s7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Pe gkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kab paten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tam an Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) se gaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah paten Kendal
Nomor 3 'llahun 2O2O tentang Perubahan tas Peraturan

2016 tentangDaerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dae h Kabupaten

Tahun 2O2OKendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kend
Nomor 3, 'lambahan Lembaran Daerah Ka
Nomor 2OO);

paten Kendal



Menetapkan : PERA,TURAN
GRA'I]FIKASI
KENDAL.

MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG
DI LINGKUNGAN

PEDOMAN GENDALIAN
PEMERINT KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturien Bupati ini yang dimaksud den

1. D'aerah adeilah Kabupaten Kendal.

2. Bupati adalah Bupati Kendal.

3. Pemerintahr Daerah adalah Bupati se unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah ya memimpin
pelaksanaa.n uru.san pemerintahan
kewenangan daerah otonom.

menjadi

4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara tau Pejabat
Daerah yarlg menjalankan fungsi eksekutif, islatif atau
yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelen negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perund undangan.

5. Pejabat/Pegawai adalah Aparatur Sipil N a-, Calon
Aparatur Siipil Negara, Pegawai yang bekerj untuk dan
atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal"

6. Komisi Penrberantasan Korupsi yang selanju disingkat
dimaksudKPK adalerh Lembaga Negara sebagaim

dalam Un<lang-Undang Nomor 30 Tahun 2

sebagaimarra telah diubah beberapa kali t ir dengan
Undang-Urrdang Nomor 19 Tahun 20 9 tentang

r 30 TahunPerubahan Kedua atas Undang-Undang No
2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Ti Pidana
Korupsi.

Komisi l?emberantasan Tindak Pida

Lembaga Pr:rlindungan Saksi dan Korban y
disingkat LPSK adalah lembaga yang

Perlindungren Saksi dan Korban sebagaimana
dengan Un.dang-Undang Nomor 31 Tahun 2
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13

tentang
Korupsi

selanjutnya
rtugas dan

lah diubah
14 tentang
ahun 2006

enggaraan
wenangan

7"

berwenang untuk memberikan perlindungan hak-hak
lain kepadra Saksi dan/atau Korban sebagai diatur
dalam Unclang-Undang Nomor 13 Tahun tentang

8.

9.

tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pen
urrlsan pemerintahan yang menjad:i
Pemerintah Daerah.

Bupati dan

Inspektorat. adalah Perangkat Daerah yemg merupakan
unsur peng;awas penyelenggaraan pemerintah daerah.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTD adalzrh unsur pelaksana
kegiatan operasional dan/ atau
tertentu.

yang selanju disingkat
teknis yang m kan
kegiatan tekni penunjang



20.

2r.

Rekan kerja adalah
instansi di mana
kedinasan.

22.
terdapat interaksi lan g terkait

1 1. Unit Orgeinisasi Bersifat Khusus yang

d:isingkat IJOBK adalah unit organisasi yt
selanjutnya

diberikan
milik

aerah.
selanjutnya

njalankan
Masvarakat

negerl, yang
ik atau

rstem yang
Gratifikasi

serangkaian
tif badan
at untuk

alnnya yang
rah untuk

memiliki

ra tidak

bat/Pegawai
ya.

serta dan

otlonomi dalam pengelolaan keuangan, I

daerah sert.a kepegawaian yaitu Rumah Sakit

13. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti I , meliputi
an tanpa

, perjalanan
wisata, perrgobatan cuma-cllma' dan fasilitas innya, baik

12. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang
disingkat LIOBF adalah unit organisasi Iang
hyanan prrofesional yaitu Pusat Kesehatan
(I\rskesmas).

uang, barerng, rabat (discountl, komisi, pin
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapat

yang diterima di dalam negeri maupun di luar-dit"t tt.n dengan menggunakan sarana ele

tanpa sarana elektronik.

14. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu
bertujuan untuk mengendalikan penerim
secara transparan dan akuntabel melalui
kegiatan yang melibatkan partisipasi

pelaksanazrn tugas atau kewenangannya
patut.
Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pej

dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan

pemerintahan, dunia usaha dan mas'
membentuk lingkungan Pengendalian Grati

15. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanju ya disingkat
oleh pejabatLIPG adalah unit yang dibentuk atau ditunj

yang benvenang pada Lembaga Negaril,
L,embaga Pemerintah Non Kementerian,
Struktural,, Pemerintah Daerah, dan Organ
mengelola keuangan Negara atau keuangan
melakukan fungsi Pengendalian Gratifikasi.

menterlan,
mbaga Non

16. Femberi adalah para pihak baik n,
sekelompok orang, badan hukum atau. baga yang
memberikan Gratifikasi kepada penerima Gra ifikasi.

17. Formulir F'elaporan Gratifikasi adalah lem lslan yang
ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elekt ik atau non
elektronik untuk melaporkan Penerimaan G ifikasi.

18. Felapor C'ratifikasi yang selanjutnya t Pelapor
adalah Pejabat/Pegawai dan Penyelenggara egara yang
menerima/menolak Gratifikasi yang
laporan kepada KPK atau melalui UPG.

19. Konflik kepentingan adalah kondisi dari
dan Penyelenggara Negara yang patut
kepentinga.n pribadi dan dapat

nyampaikan

Pej
did

bat/Pegawai

mpengaruhi

Berlaku urarum adalah suatu kondisi bentu pemberian
yang dibe:rlakukan sama dalam hal je
persyaratan atau nilai untuk semua

is, bentuk,

memenuhi prinsip kewajaran.

sesama pegawai di lingku gan internal



ra.ta-rata

24.

(1)

(21

b.

c.

e.

(1)

6

23. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai
asing deng;an mata uang Rupiah yang did

atas penyelenggaraan layanan di
Daerah.

kar valuta
patkan dari

kurs jual dan beli
(trttrs Trmgrnft:@ffg Pada hari terte

Anggaran Pendapatan dan Belanja D Kabupaten
Kendal yang selanjutnya disingkat APBD rencana

dengankeuangan tahunan Daerah yang diteta
Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Maksud dan T\rjuan

Pasal 2

lleraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan
pedoman kepada Pejabat/Pegawai dan
Negara dalam memahami, mengendalikan

nyelenggara
n mengelola

Gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Dae

Peraturan Bupati ini bertujuan :

a. meningkatkan pengetahuan dan
Pejabat./Pegawai dan Penyelenggara Ne
Gratifikasi;

pemahaman

meningkatkan kepatuhan Pejabat/ wai dan
Penyelenggara Negara terhadap ketentuan Gratifikasi;
menciptakan lingkungan kerja dan kerja yang

Pemerintahtranspetran dan akuntabel di lingkungan
Daerah;

d. membangun integritas Pejabat/ wai dan
bebas dariPenyelenggara Negara yang bersih dan

korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
meningkatkan kredibilitas dan n publik

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

Setiap Pejabat/Pegawai dan Penyelenggara
menolak Gratifikasi yang diketahui

egara wajib
jak awal

berhubungan dengan jabatannya dan berla dengan
kewajiban atau tugasnya, meliputi G
diterima:
a. terkait dengan pemberian layanan pada

diluar penerimaan yang sah;

b. terkait dengan tugas dalam proses
anggaran diluar penerimaan yang sah;

c. terkait dengan tugas dalam proses pemeri an, audit,
yang sah;

tentang

merintahan

fikasi yang

masyarakat

penJrusunan

6

monitoring dan evaluasi diluar penerima

_-_r__--



e.

1.

g. sebagal

{2)

(1)

(2)

7

d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan
penerinnaan yang sah/resmi dari
Daerah;

dalam proses penerimaan/ promosi/ muta

dalam proses komunikasi, negosiasi dan
kegiatan dengan pihak lain terkait dengan

meruprrkan fasilitas entertainment, fa
uoucher oleh Pejabat/Pegawai dan

tugas dan kewenangannya;

akibat dari perjanjian
kerj asa m a f kontr ak/ ke sepakatan dengan ihak lain;

h. sebaga:i ungkapan terima kasih sebelum, selama atau
setelah proses pengadaan barang dan ja

i. merupa.kan hadiah atau bagi
pegawai I pengawas / tamu selama kunjun dinas;

inas diluar
merintahan

pegawai;

pelaksanaan
pelaksanaan

ugasan yang

itas wisata,
nyelenggara

Negara dalam kegiatan Yang it dengan
pelaksanaan tugas dan kewajibannya de pemberi
Gratifikasi yang tidak relevan dengan
diterima;

k. dalam rangka mempengaruhi kebijaka
perlakuan pemangku kewenangan;

keputusan/

1. dalam pelaksanaan pekerjaan yang
jabatarr dan bertentangan dengan k

it dengan
jiban/tugas

Pejabat/ Pegawai dan Penyelenggara N

Setiap Pejabat/Pegawai dan Penyelen Negara
dilarang rnemberikan Gratifikasi kepada Pej bat/Pegawai
dan/atau Penyelenggara Negara lai ya yang
berhubungan dengan jabatan dan berlaw
kewajiban. atau tugasnya.

an dengan

BAB III
PELAPORAN, PENETAPAN DAN TINDAK

PELAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Pelaporan dan Penetapan

NJUT

Pasal 4

Pejabat/Pegawai dan Penyelenggara N wajib
melapork€rn penerimaan dan/atau peno Gratifikasi
atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasny
Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaks pada ayat
(1) dikecualikan terhadap jenis Gratifi i sebagai
berikut:
a. pemberian dalam keluarga yaitu kek/nenek,

bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/ tu, anak
angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi,
kakak/adiklipar, sepupu dan k
tidak terdapat konflik kepentingan;

, sepanJang



c.

d.

f.

g.

h.

l"

j.

k.

l.

8

b. keuntungan atau bunga dari penem

investasi atau kepemilikan saham pribadi
umum;
manfaat dari koperasi, organisasi kepe

organisasi yang sejenis berdasarkan kean
berlaku umum;

yang berlaku umum;
hadiah tidak dalam bentuk uang ata
lainnyer, yang dimaksudkan sebagai alat
sosialisasi yang menggunakan logo

sosialis;asi, sePanjang tidak
kepentingan dan berlaku umum;
hadiah, apresiasi atau penghargaan d

perlombaan atau kompetisi yang diikuti
sendiri dan tidak terkait dengan kedinasi

pembizryaan yang telah ditetapkan dalam
yang berlaku di instansi Penerim
sepanjang tidak terdapat pembiayaan

penghergaan baik beruPa uang atau g yang ada
kerja yangkaitanrrya dengan peningkatan pres

diberikan oleh pemerintah sesuai d
peraturan perundang-undangan ;

hadiah langsung/undian, diskon/rabat, point
tidakrewards, atau suvenir yang berlaku u

terkait kedinasan;

kompensasi atau honor atas profesi di ar kegiatan
tugas dankedinasan yang tidak terkait denga

kewajiban, sepanjang tidak terda t konflik

dana,
g berlaku

atau
yang

ikan kepada
rti seminar,
tan sejenis,

alat tukar
si atau

atau pesan
iki konflik

kejuaraan,
ngan biaya

n ketentuan

m dan

/kode etik
egara yang

tandar biaya
Gratifikasi
da, tidak

tasan nilai

kepentingan dan tidak melanggar peratu
Pejabat/Pegawai dan Penyelenggara
bersangkutan;
kompensasi yang diterima terkait kegia kedinasan
seperti honorarium, transportasi, a si dan

terdapat konflik benturan kepentin dan tidak
di instansimelanggar ketentuan yang berlaku

penerirna;

karangan bunga sebagai ucapan yang di rikan dalam
acara seperti pertunangan, pernikaha , kelahiran,
kematian, akikah, baptis, khitanan, ng 9191, atau
upacara adatlagama lainnya, pisah sam
promosi jabatan;

t, penslun,

pemberian terkait dengan pertunangan pernikahan,
kelahiran, akikah, baptis, khitanan, po
upacara adatf agama lainnya dengan
sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta
pemberi;

g 9191, atau

piah) setiap



m. pemberian terkait dengan musibah atau
dialami. oleh diri penerima Gratifikasi,
anak, bapak, ibu, mertua, dan I a
penerima Gratifikasi sepanjang tidak t
kepentl.ngan, dan memenuhi
kepatutan;
pember:ian sesama rekan kerja dalam
sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau
yang tidak dalam bentuk uang atau alat
paling banyak senilai Rp 300.000,00 (ti
rupiah) setiap pemberian per orang'
pember:ian tidak melebihi Rp 1.0OO.OOO'

rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pem
sepanjang tidak terdapat konflik kepentin
pember:ian sesama rekan kerja Yang
bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan
kedinasan paling banyak senilai Rp
ratus ribu rupiah) setiap pemberian per
total pemberian tidak melebihi Rp 1.000
juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari
sama;

p. pemberian berupa hidangan atau
umum; dan

q. pember:ian cendera mata/plakat ke
dalam rangka hubungan kedinasan dan
baik d:i dalam negeri maupun luar ne
tidak diberikan untuk individu pegawai
penyelenggara negara.

(3) Dalam hal Pejabat/Pegawai dan Penyele
menerima Gratifikasi yang tidak d
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) be
dan/atau minuman yang mudah busuk
penerima gratifikasi wajib menyampaikann
'untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantu

(1) Dalam han penerimaan Gratifikasi sebagaima
dalam Pasal 4 ayat (1), bukan dalam
penerimaan tersebut dihitung berdasarkan
pada saat pemberian.

Dalam hal penerimaan sebagaimana di
Pasal 4 ayat (1), dalam bentuk valuta asin
tersebut d.ihitung berdasarkan Kurs Tengah
Indonesia pada tanggal penerimaan"

Pasal 6

Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksu
4 ayat (1) rlilakukan dengan cara :

a. disampaikan kepada KPK paling lambat
hari kerja sejak Gratifikasi diterima/dito

n.

o.

(2)

(1)

u

9

Pasal 5

ncana yang
ami, istri,

menantu
pat konflik

aran atau

pisah
ulang tahun
ukar lainnva

ratus ribu
ngan total
(satu juta

yang sama,

tidak dalam
tidak terkait
000,00 (dua

g, dengan
,00 (satu
beri yang

ang berlaku

instansi
kenegaraan,
i sepanjang
negerl atau

Negara
t ditolak

pa makanan
atau rusak,
kepada UPG

sosial.

a dirnaksud
ntuk uang,
harga pasar

ksud dalam
penerimaan

Valuta Bank

dalam Pasal

(tiga puluh)

6



(21

(3)

(1)

(21

b.

c.

d.

e.

1.

g. kronologis

10

tr. disampaikan kepada KPK melalui UPG jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
Gratifikasi diterima/ ditolak.

kerja sejak

UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf b wajib
meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK waktu
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
Gratifikasi. diterima.

ggal laporan

a. identiters Pelapor berupa Nomor Induk Ke

nama, alamat lengkap, dan nomor telepon

informursi pemberi Gratifikasi;
jabatarr Pelapor Gratifikasi;
tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
uraian jenis Gratifikasi yang diterima/dito
nilai Gr:atifikasi yang diterima/ditolak;

peristiwa
dan

h. bukti, dokumen, atau data pendukung te kait laporan

(4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1)
tronik, ataudisampaikan dalam bentuk tertulis, surat e

aplikasi sesuai dengan mekanisme yang ber

(5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaks d pada ayat

Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaks
clianggap lengkap apabila paling sedikit mem

ayat (1)

t:
ndudukan,

penerim f penolakan

Gratifikasi

tapkan oleh

berstatus
a ayat (1)

rkoordinasi

yampaikan
Gratifikasi

but dapat

(4) dilaksanakan sesuai pedoman pela
KPK.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi

Pasal 7

Penetapan status kepemilikan Gratifikasi di
KPK berupa:
a. Gratifikasi milik penerima; atau
b. Gratifikasi milik Negara.
Terhadap Gratifikasi yang telah ditetap
milik penerima sebagaimana dimaksud

uang dan/atau barang, maka UPG
dengan pelapor untuk dapat mengambil

uang dan/atau barang, maka UPG
kepada pelapor perihal status kepemili
bahwa uang dan/atau barang te
dimanfu.atkan oleh pelapor.

huruf a, UPG menindaklanjuti dengan ha
berikut :

-hal sebagai

a. apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan

dan/atrnu barang di Sekretariat UPG atau
embali uang
KPK dengan
Kepemilikanmembawa bukti

Gratifikasi;dan
Penetapan

apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahanb.

{



(3)

c.

(4)

oleh pelapor.

Pembina I

Pembina II

Pengarah

Ketua
Sekretaris

(21

a,

b.

c.

d.

e.

11

Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapke

rnilik Negzrra sebagaimana dimaksud pada a
berstatus

t (1) huruf
berikut:

rtai dengan
maka UPG
atau barang

ketentuan

ban pelapor
(tduh) hari

b, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal se

a. UPG berkoordinasi dengan KPK;

b. apabila pelaporan Gratifikasi telah di
penyerahan uang dan/atau barang,
berkoor:dinasi kepada KPK agar uang dan
tersebut disalurkan sesuai dengan

penyerahan uang dan/atau barang,
wajib menyarnpaikan Gratifikasi Sr

huruf b, sepenuhnya merupakan kewaj
dan wrrjib disampaikan paling lambat 7

peraturan perundang-undangan ;

apabila pelaporan Gratifikasi tidak di rtai dengan
aka pelapor

langsung
kepada KPK atau melalui UPG; dan

d. penyerahan Gratifikasi sebagaimana di ud pada

kerja sejak diterima penetapan kepemili grzrtifikasi

Dalam hal uang dan/atau barang sebagaim dirnaksud
pada ayal. (21 huruf a tidak diambil oleh lapor dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sej Gratifikasi
ditetapkan milik penerima, objek Gratifi i diserahkan
kepada Negara untuk kemanfaatan P lik setelah
diinformasikan kepada pelapor secara patut.

BAB IV
UNIT PENGIINDALIAN GRATIFIKASI KABUPA N KENDAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan Program
Gratifikasi dibentuk UPG Kabupaten Kendal.

ngendalian

UPG Kabupaten Kendal sebagaimana di pada ayat
(1) berkedudukan pada unit kerja yang
tugas dan fungsi bidang pengawasan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan keanggotaan UPG Kabupa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

Bupati Kendal.

Wakil Bupati Kendal.

Sekretaris Daerah Kabu
Inspektur Kabupaten al.

Sekretaris Inspektorat

laksanakan

Kendal

ten Kendal.

)n
dari

Kendal.

bupaten



f. Anggota

Untuk membantu pelaksanaan tugas U
Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat
Sekretariat UPG Kabupaten Kendal yang d
Sekretaris UPG Kabupaten Kendal.

Susunan keanggotaan UPG Kabupaten
Sekretariat UPG Kabupaten Kendal
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di
Keputusan Bupati.

Untuk menjal.ankan fungsi koordinasi pelapo
Pejabat/Pegawai yang menangani kepegawaian
Perangkat Daerah/Bagian
Daerah/UPTD/UOBK/UOBF di Lingkungan
Daerah melaporkan kegiatan yang berindikasi
lingkungan kerja masing-masing.

Bagian Ketiga
lugas UPG Kabupaten Kendal

Pasal 11

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mem
sebagai berikut :

a. menerima, menganalisis, dan
laporan penerimaan Gratifikasi dari
Penyelengga.ra Negara;

menerima dan mengadministrasikan lapora
Gratifikasi, dalam hal Pejabat/Pegawai dan
Negara melaporkan penolakan Gratifikasi;
meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi k

(2)

(3)

f.

g.

b.

c.

d.

e"

melaporkan rekapitulasi laporan pen
penolakan Gratifikasi secara periodik kepada
menyampaikan hasil pengelolaan laporan pen
penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan
Gratifikasi l<epada pimpinan instansi masing-
melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi
internal dan eksternal Pejabat/Pegawai dan
Negara;

melakukan pemeliharaan barang Grati
dengan adanya penetapan status barang terse

h. melakukan pemantauan dan evaluasi d
pengendalian Gratifikasi.

I2

: Inspektur Pembantu, Auditor,
n UrusanPengawas Penyelengga

Pemerintahan Daerah ( PUPD) pada
Inspektorat KabuPa Kendal,

di setiapPejabat eselon III/IV
Perangkat Daerah/
setiap
Daerah/ UPTD/ UOBK/

Pasal 10

pada

pada
Sekretariat

BF.

Kabupaten
1) dibentuk
pimpin oleh

nderl dan
bagaimana

dengan

Gratifikasi,
pada setiap
Sekretariat
Pemerintah
atifikasi di

nya.l tugas

mengad inistrasikan
Pejabat/ gawai dan

penolakan
yelenggara

KPK;

dan

nmaitn dan
lan

asing;
pada pihak
yelenggara

sampai
dsrn

rangka



(1)

(21

(21

(3)

(1)

13

Pasal 12

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK lola
Pemerintah Daerah, UPG Kabupaten Ke dal

i KPK

oleh
dapat
yangmenentukan pemanfaatannya sesuai

meliputi :

a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah un
penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau le
lainnya;

c. dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;

d. dikembalikan kepada penerima Gratifikasi; da

e. dimusnahkan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
UPG Kabupaten Kendal ditetapkan
Inspektur Kabupaten Kendal selaku
Kendal.

keperluan

baga sosial

I atau

cara pela tugas
dalam juk teknis
Ketua U Kabupaten

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 14

Pejabat/pegawai dan Penyelenggara N
mengetahui adanya pelanggaran terhada
Bupati ini, agar segera melaporkan
Kabupaterr Kendal secara langsung atau
mail Sekretariat UPG Kabupaten Kendal.

Pejabat/ pegawai dan Penyelenggara Negara
sebagaimzrna dimaksud pada ayat
kerahasiaannya.

ra yang
Peraturan

pada UPG
lalui pos/e-

g melapor
1) <lijamin

Pasal 15

(1) Kepala Perangkat Daerah
pelaksanaan Pengendalian
Daerah masing-masing.

bertanggung
Gratifikasi d

awatl atas
Perangkat

Inspektur Kabupaten Kendal bertanggung jawab atas
pengawasan pelaksanaan pengendalian tifikasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah.
Inspektur Kabupaten Kendal
pengawasan sebagaimana dimaksud
Bupati.

melapo hasil
pada ay (2) kepada

Pasal 16

Seluruh Pejabat/Pegawai dan Penyele Negara di
buat surat

dan/atau
Lingkunga.n Pemerintahan Daerah wajib me
pernyataan tentang penolakan, peneri
pemberian. gratifikasi secara periodik.



l4

(41

(21 Surat Perrryataan dibuat paling sedikit 2 (d
1 tahun pada akhir bulan Juni dan
Desember setiap tahun.

(3) Surat Pernyataan disampaikan kepada
UPG Kabupaten Kendal.

pati :melalui

Formulir Surat Pernyataan sebagaimana di pada
ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan

ti ini,bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu

(s) Untuk pertama kali kewajiban mem t Surat
ayat (1)Pernyataan sebagaimana dimaksud

dilakukan. di lingkungan Perangkat
menjalankan fungsi pelayanan publik.

erah yang

dalam
bulan

bagaimana
h Inspektur

(6) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan o
Kabupaten Kendal.

BAB VI
HAK DAN PERLINDUNGAN

Pasal 17

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk :

a. memperoleh penjelasan terkait hak dan
dalam pelaporan Gratifikasi;

b. memperoleh informasi perkembangan lapo
dan

c. memperoleh perlindungan.

Pasal 18

(1) Pelapor Gratifikasi berhak memperoleh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 h
terdiri dari :

perlindungan dari tindakan balasan ata
yang bersifat administratif kepegawaian

memberikan perlindungan terhadap Pejabat/
Penyelenggara Negara yang menyampaik

objektif dan merugikan pelapor, namun ti terbatas
pada penurLlnan peringkat jabatan,
penilaian kinerja pegawai, usulan
tugas/mutasi atau hambatan karir lainny
pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor
timbul intimidasi atau ancaman fisik:

c. bantuan hukum sesuai dengan kete
berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. kerahasiaan identitas.
(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah D rah wajib

a.

b.

jibannya

Gratifikasi;

ndungan
ruf c, yaitu

perlakuan
yang tidak

penurLrnan
pemindahan
t

dalam hal

tuan yang

gawai dan
laporan

Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

{



(s)

(3)

(1) Pejabat/Pegawai dan
mematuhi ketentuan
diperhitun gkan menjadi
kinerja.

{2)

(3)

15

Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah di g memberi
merugikanperlakuan diskriminatif atau tindakan

Pejabat/Pegawai dan Penyelenggara
melaporkan Gratifikasi.

(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau
Pejabat/Pegawai dan Penyelenggata Ne

melaporkan Gratifikasi, Pejabat/
Penyelenggara Negara

dapat meminta perlindungan kepada LPSK
lain yang berwenang berdasarkan keten
perundang-undangan.

(6) Pelapor menyampaikan permohonan
kepada Bupati melalui Ketua UPG Kabu
dengan dit.embuskan kepada KPK.

Pasal 19

Penyelenggara
Pengendalian Gra

garaN

karena

ikis kepada
karena

dan

u instansi
peraturan

tertulis
ten Kendal

yang
dapat

promosi

faktor penambah dal penilaian

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud
dapat dijadikan pertimbangan dalam kebij
pejabat/ pegawai atau insentif.

a ayat (1)

Pelaksanaan penilaian kinerja sebagairna dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan suai dengan

dan disiplinperaturan yang mengatur penilaian kinerja
kepegawaian yang berlaku.

BAB VII
SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabatl
Penyelenggara Negara terhadap ketentuan yang

wai dan
tur dalam

Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi se
ketentuan peraturan perundang-undangan.

i dengan

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pera
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Daerah Kabupaten Kendal.

ran Bupati
Belanja



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai
Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lin
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
2015 Nomor 46 Seri E Nomor 42) dicabut
tidak berlaku.

Peraftrran Bupati
diundangkan.

Pasal 23

mulai berlaku

Agar setiap orang mengetahuinYa,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di
pada tartggal29 Juni 2A21

BUPATI

Cap ttd

DICO M GANI

, maka
15 tentang
Pemerintah

Tahun
dinyatakan

a tanggal

tahkan
nya

UTO
Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Juni 2A2l

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDALTAHUN 2021 NO oR 44

dengan aslinya
GIAN HUKUM
ATEN KENDAL

Tingkat I
199003 1 006

SETDA



ATEN

KOP PERANGKAT DAERAH
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Formulir 9

SURAT PERI{YATAAN
GRATIFIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap
NIP
Pangtcat
Jabatan
Unit Kerja

Menyataka:r bahwa pada periode .. s.d ...."' saya :

Rincian penerimaan yang belum Dilaporkan ke UPG/KPK
(hanga diisi apabila ada peneimaan namun belum melaparkan ke V KPIq

Demikian Surat Pernyataan yang k9-......*l ini saya buat dengan -benat'nya,
apabila dikemudian hari ada penerimaan gratifikasi yang sengaja ti saya laporkan

LAMPIRAN : PERATURAN
KENDAL NOMOR
2A2L TENTANG
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH
KENDAL

atau dilaporkan tidak benar mal<a saya bersedia mempertanggun
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.) diisi dengan jumlah surat pentgataan gang stdah dibuat.

Yang membuat

Cap ttd

DICO M GANIND

L7

BUPATI
TAHUN

PEDOMAN

DI

wabkan secara

#frffiR


